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ABSTRAK 
Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi (B111 12 010) dengan judul “Tinjauan 
Atas Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis 
Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest” di bawah bimbingan 
bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H, selaku pembimbing 
I dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II.  
Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimanakah pengaturan aborsi 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Serta apakah aborsi yang 
disebabkan karena perkosaan incest dapat dijadikan indikasi medis penghapus 
pemidanaan.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk 
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Dengan 
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum 
yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahan hukum 
sekunder yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan, dokumen, arsip, 
artikel, makalah, literatur yang sesuai dengan obyek penelitian. Sedangkan 
bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah berupa kamus Bahasa 
Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara 
identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder dari studi kepustakaan. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan 
logika deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. 
Kesatu pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 – 349. 
Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali terhadap 
pelaksanaan aborsi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 – 77 serta Pasal 194. Sedikit 
berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan aborsi di dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang 
terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 undang-undang tersebut 
memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis 
berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Kesimpulan kedua 
adalah berdasar Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tentang 
Kesehatan. Kehamilan bagi korban perkosaan, termasuk perkosaan incest, 
yang dapat mengalami trauma psikologis dapat dijadikan alasan indikasi medis 
untuk dilakukannya aborsi. Untuk dapat dilakukannya aborsi harus didukung 
keterangan dari dokter yang berwenang yang menyatakan bahwa perkosaan 
tersebut memang dapat menyebabkan trauma psikologi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Menjalani kehamilan adalah suatu yang sangat diidam-idamkan 
oleh kebanyakan perempuan di seluruh dunia, namun ada juga wanita 
yang menjalani kehamilan bukan dijadikan sebagai anugerah tetapi 
sebagai cobaan adalah ketika kehamilan yang tidak dikehendaki misalnya 
karena perkosaan. Terlepas dari alasan apapun yang menyebabkan 
terjadinya kehamilan tersebut, aborsi dilakukan karena adanya kehamilan 
yang tidak diiinginkan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini 
sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-
mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu 
dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang 
dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan 
kelahiran bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap 
sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT, justru 
dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis 
sekali memang, karena di satu sisi terdapat sekian banyak pasangan 
suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-
tahun masa perkawinan belum mendapatkannya, namun di sisi lain 
terdapat pasangan yang membuang anakny a bahkan janin yang masih 
dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan atau yang 
lebih dikenal dengan aborsi. 
 2 
Di Indonesia diperkirakan setiap tahun dilakukan sejuta abortus 
provokatus tidak aman. Data kongkrit yang ditulis oleh Muhammad Faisal 
dan Sabir Ahmad, menunjukkan perkiraan setiap tahun di Indonesia 
terjadi 16,7 samapi dengan 22,2 abortus provokatus perseratus kelahiran 
hidup. Selama dalam satu dekade terakhir Tahun 1990 sampai Tahun 
1999 kasus-kasus abortus provokatus di Indonesia tergolong spektakuler 
dan berhasil diungkap serta diselesaikan lewat jalur hukum hanya kasus 
abortus provokatus di Jakarta Utara pada tahun 1997 dan kasus abortus 
provokatus di Surabaya pada akhir tahun 1998. Terbongkarnya kasus 
abortus provokatus di Jakarta diawali dengan diketemukannya sebelas 
jasad orok di bawah jembatan Warakas pada bulan November 1997 dan 
sempat menjadi bahan berita skala nasional (Suryono Ekotomo, 2001:19).  
Tindak pidana perkosaan semakin dikecam jika orang yang 
melakukan pemerkosaan tersebut masih mempunyai hubungan 
kekerabatan yang masih sangat dekat dengan korban perkosaan tersebut 
(incest). Dr. Ramonasari, Kepala divisi Kesehatan Reproduksi 
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta. Perempuan 
kelahiran 19 Mei 1956 yang juga pernah bekerja sebagai koordinator klinik 
Griya Sahari PKBI dan aktif sebagai trainer sex education HIV/AIDS, 
mengomentari seputar incest dari perspektif medis mengemukakan dalam 
Daandeka:“Incest adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang 
terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, dalam 
hal ini hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela, dan ada yang 
bersifat paksaan, yang paksaan itulah yang dinamakan perkosaan”. Jika 
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hal itu terjadi antara dua orang yang bertalian darah itulah yang 
dinamakan incest, dan kasus incest yang lebih banyak diketahui dan 
terungkap di masyarakat umumnya karena terjadi perkosaan, penipuan, 
penganiayaan. Seperti ayah kandung yang menggauli putrinya atau 
paman yang memperkosa keponakan, dll.  
Hingga kini, kekerasan seksual terhadap anak (perempuan) 
khususnya perkosaan incest terus terjadi, baik yang dilaporkan oleh 
korban atau tidak oleh korban, keluarga atau masyarakat. Penelitian Pusat 
Kajian Anak dan Perlindungan Anak (PKPA) terhadap empat media cetak 
terbitan Medan tahun 1999 menemukan 95 kasus perkosaam, 17 kasus 
pelecehan seksual dan 16 kasus penipuan/ingkar janji terhadap anak 
perempuan. Tahun 2000 terjadi 81 kasus kekerasan seksual, 45 
diantaranya perkosaan, 12 kasus pelecehan seksual, 16 kasus 
penipuan/ingkar janji dan 8 kasus sodomi. Dari 81 kasus ini, 23 kasus 
adalah incest yang terjadi pada anak usia 1 sampai di bawah 18 tahun. 
Tahun 2001 terjadi 84 kasus perkosaan, 8 kasus pelecehan seksual, 4 
ingkar janji, 3 kehamilan tak diinginkan dan 4 kasus sodomi. Dari 84 kasus 
tersebut, 27 adalah incest (Dwi Hapsari, 2009: Vol.9 No.1). 
Banyak alasan seorang wanita melakukan tindakan aborsi, 
misalnya untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu pada diri 
sendiri, keluarga serta pandangan buruk dari masyarakat. Anak yang lahir 
dari hubungan terlarang (incest) tersebut mempunyai kemungkinan jauh 
dari keadaan normal yang sempurna, namun tidak semuanya. Hal ini 
karena beberapa generasi dari hasil hubungan incest mengakibatkan 
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kelahiran cacat genetik yang lebih besar. Pendapat serupa juga pernah 
disampaikan oleh Dr. Ramonasari.  
Menurutnya, tidak setiap pernikahan incest akan melahirkan 
keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Jadi 
detailnya seperti ini, bisa saja gen-gen yang diturunkan baik dan 
melahirkan anak yang normal. Walaupun begitu, kelemahan genetik lebih 
berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah 
dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orangtua yang memiliki 
kedekatan keturunan. Pada kasus incest, penyakit resesif yang muncul 
dominan. Namun gangguan emosional juga bisa timbul bila perlakuan 
buruk terjadi saat pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan 
pascakelahiran.  
Apabila terjadi kelahiran, anak perempuan lebih rentan dan 
berpeluang besar terhadap penyakit genetik yang diturunkan orangtuanya. 
Incest memiliki alasan lebih besar yang patut dipertimbangkan dari 
kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih 
besar. Sebut saja pada genetik, kromosom yang mengalami gangguan 
kesehatan jiwa (skizoprenia), Leukodystrophie atau kelainan pada bagian 
saraf yang disebut milin, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak 
yang mengalami gangguan yang menyebabkan proses pembentukan 
enzim terganggu.  
Selain itu, perkawinan sedarah juga menghasilkan keturunan albino 
(kelainan pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (idiot) serta 
perkembangan otak yang lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan 
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semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetik 
buruk dan terjadi incest. Namun, yang harus diwaspadai juga kecacatan 
kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibu mengandung dan 
adanya rasa penolakan secara emosional dari ibu 
(http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/11/22/kes1.htm). 
Korban perkosaan membutuhkan banyak dukungan, perlindungan 
dan bantuan. Tetapi dengan melakukan aborsi sama halnya dengan 
melakukan pemerkosaan yaitu suatu tindakan yang menghancurkan dan 
mematikan. Tindakan yang menggugurkan janin hasil perkosaan adalah 
seperti menjawab kekejaman atas seorang wanita yang tidak berdosa 
(yaitu korban perkosaan) dengan kekejaman atas suatu korban yang tak 
berdosa juga. Aborsi dapat menyebabkan hilangnya hak satu manusia 
yang tak berdosa untuk hidup.  
Bagi korban perkosaan menjalani kehamilan yang tidak diinginkan 
adalah suatu hal yang sangat berat. Menjadi korban perkosaan saja 
sudah berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat 
perkosaan tersebut. Korban akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa 
perkosaan tersebut yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang terus 
akan menghantuinya dan wanita korban perkosaan tersebut masih harus 
dihadapkan pada persoalan bagaimana status hukum anak yang 
dikandungnya apalagi jika yang melakukan perkosaan tersebut masih 
merupakan saudara sedarah (incest). Tetapi jika wanita tersebut tidak 
menginginkan kehamilan tersebut dengan jalan menggugurkan 
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kandungannya hal ini sama dengan dia membunuh bakal calon anak 
kandungnya sendiri.  
Aborsi dengan alasan perkosaan, terutama perkosaan incest, 
masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan. Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia sama 
sekali melarang tindakan aborsi, tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tahun tentang Kesehatan masih memberi ruang terjadinya aborsi 
dengan alasan tertentu, yaitu dengan alasan adanya indikasi medis. 
Indikasi medis di dalam undang-undang hanya menyebutkan secara 
limitatif, apakah perkosaan incest dapat dijadikan indikasi medis untuk 
melakukan aborsi sehinggga meniadakan pidana dari perbuatan aborsi 
tersebut.  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis tertarik untuk 
menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul :  “Tinjauan Atas 
Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena 
Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu: 
1. Apakah terjadinya kehamilan akibat hubungan incest bisa 
dikatakan sebagai alasan indikasi medis sehingga bukan 
merupakan tindak pidana ? 
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2. Bagaimana dengan ketentuan pidana aborsi menurut KUHP dan 
UU No.36 Tahun 2009  Tentang Kesehatan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Apakah terjadinya kehamilan akibat hubungan 
incest bisa  dikatakan sebagai  alasan indikasi medis sehingga 
bukan merupakan tindak pidana. 
2. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan pidana aborsi menurut 
KUHP dan UU  No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi 
mahasiswa ilmu hukum tata negara pada khususnya maupun bagi 
masyarakat pada umumnya. 
2. Diharapkan dari penelitian ini, dapat memperkaya referensi dan 
literatur dalam dunia kepustakaan tentang tindakan aborsi dengan 
dalih indikasi medis akibat perkosaan incest. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan 
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari 
“strafbaar feit”tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang 
sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana”tersebut. Secara 
harfiah perkataan “tindak pidana”dapat diterjemahkan sebagai “sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.Akan tetapi, diketahui bahwa 
yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan 
bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.  
Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 
pidana.Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut.(Adami Chazawi, 2008:71)  
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 
formal Indonesia, istilah “perisitiwa pidana” pernah digunakan secara 
resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 . Secara substansif, 
pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu 
kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh 
gejala alam. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1) 
 9 
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 
pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif 
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan 
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum).” (Teguh Prasetyo, 2011 : 49) 
 
 Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana”secara teoretis dapat 
dirumuskan sebagai berikut : “Suatu pelanggaran norma atau gangguan 
terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum.” (Adami Chazawi, 2001 : 75) 
 
 R. Tresna memberi definisi peristiwa pidana sebagai sesuatu 
perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan 
undangundang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap 
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002 
: 72). 
“Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 
pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 
istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau 
misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara 
kriminologis” (Sudarto, 1990:40). 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana terdapat dua sudut 
pandang, yaitu :  
a.) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi.  
     1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :  
  (a) perbuatan;  
           (b) yang dilarang (oleh aturan hukum);  
    (c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).  
    2.  Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :  
(a) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);  
(b) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
(c) diadakan tindakan penghukuman.  
   3.  Menurut batasan yang diberikan Vos, unsur tindak pidana yaitu :  
(a) kelakuan manusia;  
(b) diancam dengan pidana;  
(c) dalam peraturan perundang-undangan.  
   4.  Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana antara lain yaitu :  
(a) perbuatan (yang);  
(b) melawan hukum (yang berhubungan dengan);  
(c) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);  
(d) dipertanggungjawabkan.  
   5. Menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :  
  (a) kelakuan (orang yang);  
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 (b) bertentangan dengan keinsyafan hukum;  
 (c) diancam dengan hukuman;  
 (d) dilakukan oleh orang (yang dapat);  
 (e) dipersalahkan/kesalahan.  
Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda  
namun hakekatnya ada persamaannya ialah: tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengeni perbuatannya dengan unsur yang 
mengenai diri orangnya (Adami Chazawi, 2002:81).  
 
1) Dari sudut undang-undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan yang berlaku). Dari rumusan-rumusan tindak 
pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka unsur tindak pidana 
yaitu :  
(a) Unsur tingkah laku (aktif dan pasif).  
(b) Unsur sifat melawan hukum.  
(c) Unsur kesalahan (schuld), terdiri dari kesengajaan, kelalaian atau 
culpa.  
(d) Unsur akibat konstitutif.  
(e) Unsur keadaan yang menyertai.  
(f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana. 
(g) Syarat tambahan untuk memperberat pidana.  
(h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana (Adami Chazawi, 
2002:81-82). 
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Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, 
yaitu:  
(1). Bersifat Subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang 
berhubungan dengan pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu:  
(a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);  
(b) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;  
(c) macam-macan maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  
(d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 
Pasal340 KUHP;  
(e) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.  
(2). Bersifat Objektif  
Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana perbuatan pelaku 
harus dilakukan, yaitu:  
(a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;  
(b) Kualitas si pelaku, misalnya”keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
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”keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP;  
 (c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (PAF. Lamintang, 
1996:193-194). 
 
       3. Jenis-jenis Tindak Pidana  
     Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan 
unsur-unsur tindak pidana, berikut ini Penulis akanmenguraikan tentang 
jenis-jenis dari tindak pidana.  
KUHP membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan 
(misdrijven) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) 
yang terdapat dalam buku III.  
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan 
hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, 
diantaranya adalah :  
a.     Delik Formal dan Delik Materil  
 Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan 
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
Undang-Undang, contohnya pencurian, sedangkan delik materil adalah 
delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur 
dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.  
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    Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari 
perbuatanya telah  terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.  
    Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, Van Hamel 
kurang menyetujui pembagian tersebut, karena menurutnya (Teguh 
Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku yang terlarang itu tidak 
dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya 
perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana”. Van Hamel lebih 
sepakat menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan 
delik yang dirumuskan secara materiil.  
b.    Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten.  
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan unsur-unsur kesengajaan.  
 Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam 
tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu ;   
a.)    Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk);  
b.) Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij zekerheidsbewustzijn 
of noodzakelijkheidsbewustzijn);  
c.)   Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus 
eventualis).  
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang 
benarbenar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, 
sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada 
apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai 
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akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu 
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara 
kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada 
awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.  
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat 
dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan 
perbuatan tersebut.  
c.     Gewone delicten dan Klacht delicten   
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana bisaa yang dapat 
dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara Klacht delicten 
(Teguh Prasetyo, 2010:59), “adalah tindak pidana yang penuntutannya 
hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang 
berkepentingan atau terkena”.Dalam tindak pidana tersebut, penuntutan 
dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang memiliki kepentingan, 
siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan 
ketentuan yang ada.  
Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 
absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten.  
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang pelakunya dapat 
dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu hanya 
menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan relative klachtdelicten adalah 
tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan 
pelaku terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian 
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dalam keluarga.Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus 
menyebutkan orang-orang yang diduga merugikan dirinya.  
d.     Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis  
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu 
yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik 
Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 
laranganlarangan di dalam Undang-Undang, contohnya adalah 
pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik 
Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-
keharusan menurut Undang-Undang, misalnya orang yang menimbulkan 
kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.  
Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 2010:58), ada 
juga yang disebut dengan “delik commissionis permissionem commisa”. 
Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada 
anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi 
dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.  
       Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada 
beberapa  jenis tindak pidana yang lain, (Teguh Prasetyo, 2010:60) 
diantara lain :  
a. Delik berturut-turut (voortgezet delict) : yaitu tindak pidana yang 
dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta 
rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.  
 17 
b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas 
kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu 
berlangsung memakan waktu.  
c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana dengan 
pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, penganiayaan 
berat.  
d. Gepriviligeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, misalnya 
pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut 
diketahui.  
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara 
sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala 
negara dan sebagainya.  
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang 
mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai negeri, 
ayah, ibu, dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal 
KUHP. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Aborsi 
a.)  Pengertian Aborsi  
Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai pengertian aborsi dari 
berbagai sumber : 
 Aborsi atau bisa dikenal dengan Abortus provocatus (Mien Rukmini, 
2002:10) berasal dari kata “abortus yang artinya gugur 
kandungan/keguguran)”.Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus 
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(Kusmaryanto, SCJ, 2002:203) adalah “penghentian atau pengeluaran 
hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya” .Dengan kata lain 
“pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan 
campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara 
lainnya. 
 Abortus Provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai 
dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja 
mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil 
dengan spontan gugur. Dimaksud dengan pengeluaran adalah keluarnya janin 
itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat 
mekanik, obat, atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara 
sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai 
dengan procured aborstion atau aborsiprovocatus atau aborsi yang disengaja. 
 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (JS. Badudu dan Sutan 
Mohammad Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996) ”Abortus 
didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin; melakukan abortus 
sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak 
menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum istilah 
aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu 
dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja 
maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda 
(sebelum bulan ke empat masa kehamilan)” (http://www.lbh-
apik.or.id/fact-32.htm). 
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Menurut Ensiklopedia Indonesia Gugur kandungan atau aborsi 
(bahasa Latin: abortus) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia 
kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila 
janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 
minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan). 
 
Abortus provocatus (Dadang Hawari, 2006:62) meliputi : Abortus 
provocatus medicalis,yaitu penghentian kehamilan (terminasi) yang 
disengaja karena alasan medis.Praktek ini dapat dipertimbangkan, 
dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum dan 
abortus provocatus criminalis, yaitu penghentian kehamilan atau 
pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran.  
 
Dalam pengertian medis (Lilien Eka Chandra, 2006:10) aborsi 
adalah: Aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) 
berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat 
tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai 
kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir 
itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup 
(variabel di luarrahim). 
 Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa ada tiga 
unsur yang harus terpenuhi dalam aborsi yaitu:  
a. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara 
sperma dan ovum dalam rahim.  
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b. Pengguguran itu adakalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi 
lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.  
c. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa 
kelahiran tiba. 
 
    b.)  Jenis-Jenis Aborsi 
 Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam 2 macam yaitu aborsi 
spontan (spontaneous aborsi) dan pengguguran buatan atau disengaja 
(aborsiprovocatus). Meskipun secara terminologi banyak macam aborsi 
yang bisa dijelaskan yakni : 
1)   Aborsi/Pengguguran/Procured Abortion/Abortus Provocatus/Induced 
Abortion  
 Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil 
kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (viabiliti). 
Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 
minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Kalau 
pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut immature, sedangkan berumur 
7-9 bulan disebut premature, berumur 9 bulan atau lebih disebut mature. 
Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan 
umur 20 - 24 minggu disebut pengguguran/aborsi, akan tetapi kalau 
pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian 
janin disebut pembunuhan bayi (infanticide).  
2) Keguguran, Miscarriage  
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 Keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa 
hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia. Secara natural, 
sekitar 30 - 50 % dari jumlah sel telur yang dibuahi (zygot) akan 
mengalami keguguran oleh karena berbagai macam sebab alamiah. 
Keguguran ini juga sering disebut aborsi spontan / Abortus spontanea.  
3) Aborsi Therapeutic/Medicinalis  
 Aborsi therapeutic adalah penghentian kehamilan dengan indikasi 
medis untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin, atau menghindarkan si 
ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/tubuhnya yang tak bisa 
dikembalikan (irriversible) lagi. Di sini sebenarnya terjadi suatu konflik hak 
antara berbagai pihak, yakni hak hidup janin yang ada dalam kandungan, 
hak hidup si ibu, dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya) untuk 
mempunyai ibu. Pelaksanaan aborsi therapheutic/medicinalis merupakan 
keadaan yang sulit dan dilematis, yang terpaksa harus memilih salah satu 
dari antara hak hidup yang tinggi nilainya. Oleh karena itu, sebelum 
dilaksanakan aborsi ini perlu dicermati benar-benar apakah memang 
nyawa si ibu hanya bisa diselamatkan dengan cara aborsi.  
4) Aborsi Kriminalis  
 Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin 
bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain 
therapeutic, dan dilarang oleh hukum. Tentu saja apa yang disebut aborsi 
kriminalis di suatu negara tidak selalu sama dengan yang berlaku di 
negara lain. Di beberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur 
3 bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, 
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kecuali karena alasan indikasi medis (therapeutic) adalah aborsi 
kriminalis.  
5) Aborsi Eugenetik  
 Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk 
menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai 
penyakit genetis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk 
mendapatkan keturunan hanya yang unggul/baik saja. Kalau kriteria 
eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak 
ada masalah etikanya. Akan tetapi, kalau kriteria ini diterapkan kepada 
manusia, maka ini akan menjadi masalah besar, sebab dengan tindakan 
itu berarti orang-orang cacat, baik yang cacat fisik, mental, orang yang 
sakit, jompo dan lain-lainnya, tidak berhak untuk hidup di dunia ini dan 
harus dibunuh.  
6) Aborsi Langsung-Tak Langsung  
 Aborsi langsung ialah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya 
secara langsung ingin membunuh janin yang ada di dalam rahim sang ibu. 
Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) 
yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak 
dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu.  
7) Selective Abortion  
 Selective abortion adalah penghentian kehamilan karena janin 
yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalnya, ada 
orang tua yang menghendaki anak perempuan, maka begitu ketahuan 
anak yang ada di dalam kandungannya itu laki-laki maka kandungannya 
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tersebut digugurkan. Ada yang kriterianya eugenik, misalnya janin yang 
cacat atau mempunyai penyakit genetis tertentu.  
8) Embryo Reduction (Pengurangan Embrio)  
 Orang yang melakukan pembuahan artifisial (IVF) cukup banyak 
yang mengalami kelebihan janin. Dalam proses itu, wanita yang menjalani 
perawatan kesuburan dirangsang dengan hormon kesuburan, sehingga 
dalam waktu yang bersamaan keluar sekitar 6 ovum yang siap untuk 
dibuahi. Meskipun semua ovum itu dibuahi, biasanya tidak semuanya 
dimasukkan ke dalam rahim. Yang dimasukkan ke dalam rahim antara 3-6 
buah. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan hamil. Kalau 
toh ada embrio yang mati dalam proses itu, toh masih ada yang lainnya, 
yang kemungkinan hidup. Akan tetapi, ternyata cukup banyak kasus, 
terjadi lebih dari 2 janin yang berkembang bersama-sama. Kalau terjadi 
demikian, maka biasanya dokter akan menganjurkan untuk 
menggugurkan beberapa janin itu dan menyisakan satu atau dua janin 
saja, sebab kalau terlalu banyak janin di dalam rahim, janin akan 
mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat 
perkembangannya. Aborsi model inilah yang disebut pengurangan embrio 
(embryo reduction).  
9) Partial Birth Abortion  
 Partial birth abortion adalah istilah politis/ hukum yang dalam 
istilah medis dikenal dengan nama intact dilation and extraction (D&X). 
Cara ini dilakukan, pertama-tama dengan cara memberikan obat-obatan 
 24 
kepada wanita hamil, tujuannya agar cervix (leher rahim) terbuka secara 
prematur.  
Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar 
posisi bayi, sehingga yang keluar terlebih dahulu ialah kakinya. Lalu bayi 
itu ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap 
berada di dalam tubuh ibunya. Ketika kepala itu masih di dalam itulah 
dokter menusuk kepala bayi dengan alat yang tajam, dan menghisap otak 
si bayi, sehingga bayi mati. Sesudah bayi itu mati baru bayi dikeluarkan 
semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah 
hukum, sebab kalau bayi itu dibunuh sesudah lahir, maka pelakunya akan 
dihukum. Akan tetapi, karena pembunuhan tersebut dilakukan sebelum 
bayi lahir dan ketika lahir bayi itu sudah dalam keadaan mati, maka sang 
pelaku bebas dari hukuman pembunuhan (Kusmaryanto, 2002: 11-18).  
 
Menurut Dewi Sulistianingsih yang ditulis dalam Jurnal Pandecta yang 
berjudul “Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan” yang dimaksud 
dengan Abortus spontanea adalah “abortus yang terjadi dengan 
sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. Abortus jenis ini terjadi secara 
tidak sengaja, penyebabnya kandungan lemah, kurangnya daya tahan 
tubuh akibat aktivitas yang berlebihan, pola makan yang salah dan 
keracunan” (Dewi Sulistianingsih, 2007: Vol.1 No. 1).  
 Abortus Spontanea dalam hal ini dibedakan sebagai berikut:  
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(a) Abortus imminens, Peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus 
pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi 
masih dalam uterus, dan tanpa adanya dilatasi serviks.  
(b) Abortus insipiens, Peristiwa perdarahan uterus pada 
kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks 
uteri yang meningkat, tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus.  
(c) Abortus inkompletus, Pengeluaran sebagian hasil konsepsi 
pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa 
tertinggal dalam uterus  
(d) Abortus kompletus, semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan). 
 
     c.)   Alasan Melakukan Tindakan Aborsi 
 Apabila dijelaskan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh 
wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun ilegal 
yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan 
kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana 
tulisan Dewi Novita dalam bukunya Aborsi menurut Petugas Kesehatan 
dan tulisan Yayah Chisbiyah, dkk, dalam bukunya Kehamilan yang tidak 
dikehendaki, sebagai berikut: 
 (1) Alasan kesehatan yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi 
pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan 
membahayakan jiwa Ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada 
masa kehamilan dan berdasar perkiraan dokter, apabila diteruskan akan 
 26 
memperburuk kesehatan fisik dan psikologis ibu. Selain itu juga 
didasarkan pada alasan kesehatan janin yaitu untuk menghindari 
kemungkinan bayi yang lahir mempunyai kelainan cacat fisik maupun 
mental, walaupun alasan ini sebenarnya belum bisa diterima sebagai 
dasar pertimbangan medis.  
 (2) Alasan sosial; tidak seluruhnya kehamilan perempuan 
merupakan kehamilan yang dikehendaki, artinya ada kehamilan yang 
tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah 
sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau incest, 
perselingkuhan dan sebagainya. Perempuan yang mengalami kehamilan 
yang tidak dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur baik melalui 
perantara medis (dokter) maupun abortir gelap meskipun dengan resiko 
tinggi.  
 (3) Alasan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi 
kaum perempuan juga dianggap faktor yang akan mempengaruhi 
peningkatan aborsi, perkembangan ekonomi menuju ekonomi industri 
melalui ekonomi manufactur akan secara cepat meningkatkan jumlah 
perempuan muda diserap sebagai tenaga kerja, juga mengikuti 
pendidikan lebih tinggi. Konsekuensinya penundaan perkawinan terjadi, 
padahal secara biologis mereka sudah beranjak pada masa seksual aktif. 
Hubungan seks di luar nikah akan meningkat, terutama karena dipicu oleh 
sarana hiburan, media film yang menawarkan kehidupan seks secara 
vulgar. Aborsi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat karena adanya 
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kontrak kerja untuk tidak hamil selama dua tahun pertama kerja dan 
apabila tidak aborsi resikonya adalah dipecat dari pekerjaan.  
 Alasan ketidaksiapan ekonomi juga seringkali menjadi 
pertimbangan bagi perempuan berkeluarga yang tidak menghendaki 
kehauntuk melakukan aborsi, seperti kegagalan KB, pendapatan rendah 
yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup.  
 
 (4) Alasan keadaan darurat (memaksa), kehamilan akibat 
perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan 
(perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) seorang laki-laki terhadap 
perempuan (Muyassarotussolichah, 2010:8). Sedangkan menurut Dewi 
Sulistianingsih dalam jurnalnya yang berjudul “Abortus Provocatus bagi 
Korban Perkosaan” bahwa alasan orang melakukan abortus provocatus 
medicinalis adalah sebagai berikut:  
 
(1) Untuk menghentikan atau menghindari pengaruh yang buruk 
dari kehamilan ataupun persalinan terhadap kesehatan ibu. 
Kesehatan dalam hal ini bukan saja kesehatan fisik, akan 
tetapi juga kesehatan mental.  
 
(2) Untuk menghindari kemungkinan melahirkan bayi yang cacat, 
baik cacat mental, cacat fisik, maupun cacat ganda.  
 
 
(3) Untuk menghindari kelahiran bayi yang tidak diinginkan (Dewi 
Sulistianingsih, 2007: Vol. 1 No. 1). 
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d.)   Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
 Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan 
pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur 
dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya 
Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan 
digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian 
tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam pasal-pasal 
tersebut :  
a. Pasal 299 KUHP.  
Pasal 299 KUHP menentukan sebagai berikut :  
(1). Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau 
menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau 
ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya 
dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.  
(2). Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari 
keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai 
pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan 
atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.  
(3). Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam 
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk 
melakukan pencarian itu.  
 Dari rumusan Pasal 299 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-
unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :  
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1. Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita atau 
menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan 
tersebut kehamilannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga 
ribu rupiah.  
2. Seseorang yang sengaja menjadikan perbuatan mengobati 
seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan 
harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat 
digugurkan dengan mencari keuntungan dari perbuatan tersebut 
atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau 
kebisaaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.  
3. Jika perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya 
supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut 
kehamilannya dapat digugurkan itu dilakukan oleh seorang 
dokter, bidan atau juru obat maka hak untuk berpraktek dapat 
dicabut.  
 
b.  Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu 
menurut (Pasal 346 KUHP).  
     Abortus jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 
KUHP.merumuskan sebagai berikut : “Perempuan yang dengan sengaja 
menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain 
untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. 
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 Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut 
terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi 
nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan 
yang mengandung.P.A.F. Lamintang (1997:206) mengemukakan putusan 
Hoge Raad sebagai berikut :  
Hoge Raad 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari 
kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada 
didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran 
berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal 
anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa 
anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan 
hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup.  
 
Pasal 346 KUHP merumuskan sebagai berikut :  
 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
 
 Jika kembali memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, 
maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran 
kandungan (abortus) sebagai berikut :  
a.) Subyeknya adalah perempuan wanita itu sendiri atau orang 
lain yang disuruhnya.  
 b.) Dengan sengaja.  
 c.) Menggugurkan atau mematikan kandungannya.  
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 Dalam melihat unsur-unsur dari pasal 346 KUHP, maka dapat 
disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 
KUHP hanyalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang 
hamil itu sendiri. 
 
c.  Orang lain melakukan tanpa persetujuan wanita itu menurut Pasal 
347 KUHP.  
Aborsi jenis ini dicantumkan tegas dalam Pasal 347 KUHP yang 
menentukannya sebagai berikut :  
Pengguguran kandungan (abortus) dengan cara ini dengan 
maksud untuk melindungi perempuan yang mengandung karena 
ada kemungkinan mengganggu kesehatannya ataupun 
keselamatannya terancam.  
 
Dengan memperhatikan rumusan Pasal 347 KUHP dapat 
dikemukakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai 
berikut :  
a. Subyeknya orang lain;  
b. Dengan sengaja;  
c. Menggugurkan atau mematikan kandungannya;  
d. Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu.  
 
Adapun pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan oleh 
orang lain tersebut tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya 
itu sehingga perempuan tersebut meninggal. Oleh karena itu, ancaman 
pidananya diperberat atau ditambah menjadi hukuman penjara lima belas 
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tahun menurut Pasal 347 ayat (2) KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam 
KUHP sebagai berikut :  
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita 
tersebut,diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun. 
 
d. Orang yang melakukan dengan persetujuan perempuan itu  
menurut Pasal 348 KUHP.  
 Rumusan Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut :  
(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
 
Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 348 KUHP adalah 
sebagai berikut :  
 a. Subjeknya adalah orang lain;  
 b. Menggugurkan atau mematikan kandungan;  
 c. Dengan izin perempuan yang digugurkan kandungannya.  
e. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan  
pidana tambahan menurut Pasal 349 KUHP.  
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  Di dalam Pasal 349 KUHP ini mengatur mengenai orang-orang 
tertentu yang dipidananya diperberat. Adapun orang-orang tertentu yang 
dimaksud dalam rumusan Pasal 349 KUHP adalah sebagai berikut :  
Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu 
dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah 
atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan 
dalam itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat 
dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan 
kejahatan itu.  
  Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-
unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :  
1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan aborsi atau ia 
menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.  
2. Seseorang yang sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil,dengan 
tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukumanpenjara 12 
tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15tahun penjara.  
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5tahun 
penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7tahun penjara.  
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut 
seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan)ancaman 
hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untukberpraktek dapat 
dicabut.  
 
 34 
P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut 
(1997:206) sebagai berikut:  
a. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika 
anakyang berada dalam kandungan itu selama dilakukan 
usahapengguguran berada dalam keadaan hidup. Undangundang 
tidakmengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan 
bahwaanak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam 
keadaan hidupataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup.  
b. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak 
yangberada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha 
penggugurankandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu 
bahwa anak itumenjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. 
Kenyataan bahwaanak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, 
tidaklah menghapus bahwakejahatan itu selesai dilakukan. 
Undang-Undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih 
lancarnya pertumbuhan anak yang hidup didalam kandungan 
melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak 
pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum.  
c. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu 
hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan 
anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa 
kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu 
berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan 
bahwa demikianlah halnya.  
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d.  Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim 
didalamputusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, 
bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan 
bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja 
menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut. 
 
 Dari ketentuan Pasal 346-349 KUHP dapat diketahui, bahwa aborsi 
menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia 
yang terdapat dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau 
mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang 
yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil 
yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan 
tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah 
dokter, bidan atau juru obat. 
 
  e.)  Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang   
Kesehatan.  
  Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang Kesehatan 
Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh 
legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang ini 
terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam 
praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan 
kontroversi diberbagai lapisan masyarakat.Meskipun Undang-Undang 
melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat 
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kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang Nomor 
36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76 , 77, dan Pasal 194 .  
   Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi 
yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:  
a. Pasal 75:  
(1)   Setiap orang dilarang melakukan aborsi.  
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan:  
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini  
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau 
janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat 
bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau  
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan  
       trauma psikologis bagi korban perkosaan.  
(3)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan 
pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan 
yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan 
berwenang.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari 
pertamahaid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis 
kedaruratanmedis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
b. Pasal 76:  
    Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat 
dilakukan:  
  a.)  sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;  
b.) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri;  
  c.)   dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;  
d.) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan  
e.) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri.  
c. Pasal 77:  
“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari 
aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan 
ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung 
jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.  
d. Pasal 194 
    “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
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(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah)”.  
 
Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, menyatakan: yang dimaksud dengan “konselor” dalam 
ketentuan ini adalahsetiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai 
konselormelalui pendidikan dan pelatihan. Bahwa yang dapat menjadi 
konseloradalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
dansetiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilanuntuk 
itu.  
Selanjutnya penjelasan Pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009 
memberikan penjelasan sebagai berikut: yang dimaksud dengan praktik 
aborsi yang tidak bermutu, tidakaman, dan tidak bertanggung jawab 
adalah aborsi yangdilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan 
perempuanyang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yangtidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayananyang 
berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalanmateri daripada 
indikasi medis.  
Aborsi yang disengaja dengan melanggarberbagai ketentuan 
hukum (abortus provocatus criminalis) yang terdapatdalam KUHP 
menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangatmemberatkan 
paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsiyang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jugabertentangan dengan 
Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang pada 
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prinsipnya tindakan pengguguran kandunganatau aborsi dilarang (Pasal 
75 ayat (1)), namun Larangan tersebut dapatdikecualikan berdasarkan:  
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau 
janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat 
bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau  
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat 
menyebabkantrauma psikologis bagi korban perkosaan. 
 
 f.) Pengaturan Tindak Pidana Aborsi menurut Peraturan 
Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi disahkan pada tanggal 21 Juli 2014. Beberapa pasal yang 
menjadi polemik adalah Pasal 31 dan Pasal 34, yang menyatakan adanya 
legalisasi terhadap tindakan aborsi.  
 
Pasal 31:  
(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:  
a. indikasi kedaruratan medis; atau  
b. kehamilan akibat perkosaan. 
(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan 
 40 
paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari 
pertama haid terakhir. 
Pasal 34:  
(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 Ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan 
seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) dibuktikan dengan:  
a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang 
dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan  
b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai 
adanya dugaan perkosaan. 
Tindakan aborsi akibat perkosaan yang diatur didalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 
hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 
(empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan 
akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa 
adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Bagi perempuan yang ingin melakukan aborsi kehamilan akibat 
perkosaan akan mendapatkan fasilitas yang bermutu dalam 
melaksanakan suatu tindakan aborsi sebagaimana yang udah diatur 
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didalam pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu sebagai berikut:  
 
1. Harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;  
2. Dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat 
yang ditetapkan oleh menteri;  
3. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang 
bersangkutan;  
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;  
5. Tidak diskriminatif, dan;  
6. Tidak mengutamakan imbalan materi.  
 
Dokter yang dimaksud merupakan anggota tim kelayakan aborsi 
atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat 
perkosaan.  
 
Dengan jangka waktu selama 42 (empat puluh dua hari) sejak hari 
pertama haid terakhir, karena belum ditiupkan ruh dan belum terjadi 
penyawaan.  
 
Maka hukum tersebut dapat pula berlaku bagi wanita hamil korban 
pemerkosaan yang mengakibatkan setres berat, kalau tidak digugurkan 
kandungannya ia akan sakit jiwa akan gila. Sedangkan ia sudah dibawa 
konsultasi dengan ahli psikoterapi dan sudah dinasehati oleh ahli agama 
namun tetap tidak berhasil. 
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C.  Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan 
1. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan 
Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari 
kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. 
Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasaan, memaksa dengan 
kekerasaan, menggagahi. Pemerkosaan merupakan proses, cara, 
perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.  
Menurut Ensiklopedia Indonesia, perkosaan diartikan sebagai 
suatu tindak kriminal di saat korban dipaksa melakukan hubungan seksual 
khususnya penetrasi dengan alat kelamin diluar kemauannya sendiri. 
Demikian pula Soesilo (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;41) merumuskan tentang perkosaan yang lebih cenderung 
pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, yang 
berbunyi sebagai berikut : Perkosaan adalah seorang lelaki yang 
memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan 
dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan 
lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.   
Makna perkosaan seperti tersebut di atas ternyata tidak jauh 
berbeda juga dengan pengertian perkosaan menurut KUHP. Namun 
demikian, dalam  Black’s Law Dictionary ada tiga kalimat yang hampir 
sama tapi unsurunsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai : 
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1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa   
persetujuannya.  
2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang 
wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan 
kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.  
3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap 
seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, 
dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau dibawah kondisi 
ancaman lainnya (Suryono Ekotama,2001:99). 
Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak 
pidana terhadap kesusilaan. Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat 
kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebar pada Pasal 281 hingga 
Pasal 303 KUHP. Di dalamnya yang dimaksud dengan kesusilaan 
sebagian besar berkaitan dengan seksualitas (P.A.F. Lamintang,1990 : 
112).  
Adapun tindak pidana perkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 
KUHP yang isinya adalah : “barangsiapa dengan kekerasan atau dengan 
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya 
bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun” 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan 
Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP 
ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yaitu :  
1) Barang siapa  
  “Kiranya sudah cukup jelas bahwa kata “barangsiapa” ini 
menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur 
dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat 
disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut” (PAF 
Lamintang, 2009:98).  
2) Dengan kekerasan  
 Unsur Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan disini 
dimaksudkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya suatu perbuatan maka 
digunakan digunakanlah kekerasan dan ancaman. Sedangkan ancaman 
kekerasan adalah ancaman psikis yang menyebabkan orang menjadi 
ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan 
atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena 
tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang 
mengancam kekerasan.  
  Kekerasan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai 
tenaga badan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat 
sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat, 
maka “mengancam akan memakai kekerasan” itu harus diartikan sebagai 
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suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi 
keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, 
maka pelaku akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan 
bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan orang yang diancam 
(P.A.F. Lamintang 1990 : 112). 
 
3)  Ancaman kekerasan memaksa seorang wanita  
 Tentang apa yang dimaksud dengan ancaman memakai 
kekerasan undang-undang tidak memberi penjelasan yang spesifik. 
Namun menurut Simons, kekerasan tidak hanya dilakukan dengan hanya 
memakai tenaga badan saja namun juga bisa memakai sebuah alat 
(Lamintang, 2009:98).  
4)  Memaksa 
Unsur memaksa dalam pasal ini dapat diartikan bahwa tindakan 
bersetubuh yang dilakukan seorang wanita dilakukan secara terpaksa 
karena adanya suatu ancaman.  
 
5)  Seorang wanita  
 Perlu diketahui bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP 
telah menyebutkan adanya berbagai wanita masing-masing yakni: a. 
wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun [Pasal 287 ayat (2) 
KUHP], wamita yang belum mencapai usia lima belas tahun [Pasal 287 
ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 KUHP], wanita yang belum dapat dinikahi 
[Pasal 288 ayat (1) KUHP], dan wanita pada umumnya. Adapun yang 
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dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP ialah wanita pada umumnya 
(Lamintang, 2009:101). 
 
6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan 
 Unsur tersebut mengandung arti bahwa yang dilakukan oleh 
pelaku tidak sah menurut hukum dan dilakukan dengan paksaan 
kehendak. Tidak sah menurut hukum disini diartikan dilakukan oleh 
pasangan yang berada di luar ikatan perkawinan.  
 
7) Dengan dirinya  
 Bahwa yang dimaksud di sini adalah dengan diri yang melakukan 
ancaman dengan kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh. 
 Sedangkan menurut R. Soesilo “yang diancam hukuman dalam 
pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat 
undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan 
hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah 
semata-mata oleh karena paksaan oleh seseorang perempuan terhadap 
laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan 
itu tetap dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang 
merugikan. Bukanlah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan 
anak oleh karena itu (R. Soesilo, 1995:210). 
3. Jenis Perkosaan 
Terlepas dari penderitaan yang ditimbulkan, perkosaan itu sendiri 
dapat digolongkan menjadi:  
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1) Seductive Rape  
Yaitu perkosaaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu 
birahinya, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe perkosaan 
seperti ini terjadi justru diantara mereka yang sudah saling mengenal, 
misalnya perkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang dekat lainnya. 
Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya 
perkosaan jenis ini.  
2) Sadistic rape  
 Yaitu perkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku 
mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena 
perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap tubuh perempuan, 
terutama organ genetalianya.  
3) Anger rape  
 Yaitu perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. 
Perkosaan jenis ini biasanya disertai dengan tindakan-tindakan brutal 
secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, 
melainkan terlampiaskan rasa marah.  
4) Domination rape  
 Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. 
Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia 
hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku 
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dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang orang 
tertentu, misalnya perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.  
5) Exploitation rape  
 Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada 
pelaku, baik secara ekonomi maupun social. Dalam hal ini tanpa 
menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan 
keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap 
buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan 
seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari 
pekerjaannya (Suryono Ekotama,2001:185). 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan Incest 
1. Pengertian Incest  
 Ensiklopedia Indonesia menjelaskan mengenai pengertian incest 
adalah hubungan sumbang (Inggris: incest) adalah hubungan saling 
mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang 
memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah 
dengan anaknya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama 
saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat 
sosio antropologis daripada biologis (bandingkan dengan kerabat-dalam 
untuk pengertian biologis) meskipun sebagian penjelasannya bersifat 
biologis (http://id.wikipedia.org/wiki/Incest ). 
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 Menurut Kartini Kartono(1989:255), incest adalah hubungan seks 
diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana 
mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang 
dekat sekali. 
 Sedangkan menurut Dr. Ramonasari yang menjabat sebagai 
Kepala Divisi Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI) Jakarta, pengertian incest adalah incest adalah 
hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang 
yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian darah 
diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak 
dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan 
keponakan. Dalam hal ini hubungan seksual yang terjadi ada yang 
bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Yang bersifat paksaan 
itulah yang dinamakan perkosaan. Kasus incest yang banyak diketahui 
masyarakat adalah perkosaan incest, karena kasus inilah yang lebih 
banyak dilaporkan oleh korban atau keluarganya 
(http://idjatnika.multiply.com/journal/item/10/Incest_Apa_pula_itu). 
2.  Penyebab Terjadinya Incest 
  Lustig (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74-75) menyatakan 
terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya 
incest, yaitu:  
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1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure 
perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah 
tangga sebagai pengganti ibu.   
2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu 
mengatasi dorongan seksualnya.  
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di 
luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan façade 
kestabilan sifat patriachat-nya.  
4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan 
beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi 
struktur daripada pecah sama sekali.  
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak 
berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.  
 
 Faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran 
incest adalah rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, 
alkoholisme, isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan 
anggota keluarga yang lain.  
Sedangkan menurut Kartini Kartono (1989:225) penyebab incest 
adalah antara lain ruangan rumah yang tidak memungkinkan orang tua, 
anak, dan saudara pisah kamar. Sedangkan hubungan incest antara ayah 
dengan anak perempuannya dapat terjadi sehubungan dengan 
keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak ayah.  
Jenis-jenis incest berdasarkan penyebabnya adalah:  
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1. Incest yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik 
lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bias tergoda 
melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest.  
2. Incest akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara 
ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak 
perempuannya. Penyebabnya adalah kondornya control diri 
akibat alkohol atau psikopati sang ayah.  
3. Incest akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus 
menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk 
anaknya sendiri.  
4. Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi 
senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan 
perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.  
5. Incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang 
tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat 
sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bias terpojok 
melakukan incest dengan anak perempuannya.  
 
 Secara umum ada dua kategori incest. Pertama parental incest, 
yaitu hubungan antara orang tua dan anak.Kedua Sibling incest, yaitu 
hubungan antara saudara kandung.Kategori incest dapat diperluas lagi 
dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas 
anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu. 
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3. Hubungan Incest dalam Kebudayaan 
Pada kelompok masyarakat tertentu, seperti suku Polahi di 
Kabupaten Gorontalo, Sulawesi, praktik hubungan sumbang banyak 
terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di 
kalangan suku Polahi. Kalangan bangsawan Mesir Kuna, khususnya 
pasca invasi Alexander Agung, melakukan perkawinan dengan saudara 
kandung dengan maksud pustaka untuk mendapatkan keturunan 
berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Contoh yang 
terdokumentasi adalah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara 
perempuannya, Elsinoé. Beberapa ahli berpendapat, tindakan seperti ini 
juga biasa dilakukan kalangan orang biasa. Toleransi semacam ini 
didasarkan pada mitologi Mesir Kuna tentang perkawinan Dewa Osiris 
dengan saudaranya, Dewi Isis.  
Dalam mitologi Yunani kuno, Dewa Zeus kawin dengan Hera, 
yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Folklor Indonesia juga 
mengenal hubungan sumbang. Hubungan sumbang antara Sangkuriang 
dan ibunya sendiri (Dayang Sumbi) dalam dongeng masyarakat Sunda 
atau antara Prabu Watugunung dan ibunya (Sinta), yang menghasilkan 28 
anak kisahnya diabadikan dalam pawukon adalah contoh-contohnya 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Incest ). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
  
Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal 
ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang 
sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar 
mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan 
penulisan Hukum.  
Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 
mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data 
tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil 
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang 
menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi : 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat normatif atau jenis 
penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian 
kepustakaan (library research), 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan 
menggambarkan data secara tepat tentang tindakan aborsi yang 
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dilakukan dengan alasan indikasi medis karena terjadinya kehamilan 
akibat perkosaan incest. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kota Makassar sebagai 
lokasi penelitiannya, tepatnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, 
dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Penulis mencari data 
dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan 
penyelesaian penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
 
1. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang 
berhubungan tindakan aborsi yang dilakukan dengan alasan 
indikasi medis karena terjadinya kehamilan akibat perkosaan 
incest, artikel – artikel, opini, data instansi pemerintahan, 
pemberitaan media – media dan sebagainya yang relevan dengan 
materi penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
1.  Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, 
serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya 
dengan penulisan ini. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data skunder akan diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara dekriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut KUHP dan 
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan. 
 
1. Pengaturan tindak pidana aborsi menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).  
 
Berdasar penelitian yang penulis lakukan, tindak pidana aborsi di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 
299, Pasal 346- 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat dalam 
Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa 
(khususnya Pasal 346-349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-
pasal tersebut:  
Pasal 299 (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang 
wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja 
memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan 
itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 
empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (2) Jika yang 
bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan 
perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia 
seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah 
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sepertiga (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam 
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan 
pencarian (Soesilo, 1995:218)  
Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun  
Pasal 347 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) Jika perbuatan 
itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun  
Pasal 348 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun  
Pasal 349 Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu 
melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan 
atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan 
pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu 
dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan (Soesilo, 
1995:243-244) 
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Penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut sebagai berikut :  
a. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak 
yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha 
pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak 
mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa 
anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup 
ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup (H.R. 1 Nopember 1897. 
W.7038).  
b. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang 
berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran 
kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu 
menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa 
anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa 
kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-undang tidak membedakan 
antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup 
didalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu 
yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum 
(H.R. 12 April 1898. W. 7113).  
c. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup 
dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang 
berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu 
ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan 
hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya 
(H.R. 29 Juli 1907. W. 8580).  
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d. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim didalam putusannya 
haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan 
mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud 
untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak 
tersebut (H.R. 20 Desember 1943, 1994 No. 232) (Soenarto, 1994:211). 
Secara singkat, dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dapat 
dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah:  
a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain 
dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa 
juga dicabut hak untuk berperaktik  
b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman 
maksimal 4 tahun  
c. Orang- orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab 
terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi 
(Kusmaryanto, 2002:40). 
 
Dari uraian diatas juga dapat disimpulkan bahwa :  
1. Perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh 
kandungannya atau suruhan orang lain untuk itu, dikenakan Pasal 
346 KUHP. Orang yang sengaja menggugurkan atau membunuh 
seorang perempuan. 
dengan tidak ijin perempuan itu dihukum menurut Pasal 347, apabila 
dilakukan dengan ijin perempuan itu, dikenakan Pasal 348.  
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2.  Cara menggugurkan atau membunuh kandungan itu rupa-rupa, baik 
dengan obat yang diminum, maupun alat-alat yang dimasukkan 
melalui anggota kemaluan. Menggugurkan kandungan yang sudah 
mati tidak dihukum demikian pula tidak dihukum orang yang untuk 
membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya kehamilan 
(Malthusianisme)  
3.  Jika seorang tabib, bidan, atau ahli obat membantu kejahatan dalam 
Pasal 346, berbuat atau membantu salah satu kejahatan dalam 
Pasal 347 dan Pasal 348, maka bagi mereka hukumannya ditambah 
dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya (Pasal 349)  
4. Sebaliknya apabila dokter dsb. itu menggugurkan atau membunuh 
kandungan untuk menolong jiwa perempuan, atau menjaga 
kesehatannya, tidak dihukum (Soesilo, 1995:242). 
 
Pada Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip 
dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu 
kandungan yang hidup. Bahkan tidak perlu bahwa benar-benar ada 
seorang perempuan yang hamil. Dengan demikian Pasal 299 ini sangat 
bersifat preventif untuk dapat lebih efektif memberantas abortus (Wirjono 
Prodjodikoro, 2002:74).  
Dengan demikian dapat diketahui bahwa aborsi menurut konstruksi 
yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan 
mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan 
sengaja oleh seoarang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk 
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itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas 
kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan 
yang menurut KUHP dapat dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, 
bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin 
yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam 
cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang 
dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam ”Pasal 346 
KUHP dapat ditemukan beberapa unsur antara lain: 1) sengaja, 
kesengajaan ini ditujukan pada gugurnya kandungan, 2) menggugurkan 
kandungan dilakukan terhadap diri atau membiarkan orang lain untuk itu, 
berarti mengizinkan orang itu menyebabkan pengguguran kandungannya. 
Menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu di 
dalam perut ibunya” (Andi Hamzah, 2009:63). 
Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHP, yakni: 
menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain 
menggugurkan kandungan, dan menyuruh orang lain untuk mematikan 
kandungan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan 
kandungan yaitu melakukan suatu perbuatan memaksa dengan alat dan 
cara yang bagaimanapun sehingga mengakibatkan janin atau bayi 
tersebut keluar sebelum waktunya. Perbuatan semacam ini sering disebut 
dengan abortus prvocatus atau biasa disebut abortus saja (Adami 
Chazawi, 2001:113).  
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Namun ada persoalan yang muncul, yang pertama bayi atau janin 
yang keluar tersebut dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. 
Menurut Penulis hal ini tidak menjadi soal, karena hal yang terpenting 
dalam perbuatan yang dimuat dalam pasal ini adalah bayi atau janin yang 
dikeluarkan tersebut dalam keadaan dipaksa sebelum waktunya. Pada 
saat keluar pun bisa sudah berwujud sempurna atau belum sempurna. 
Yang kedua, pada saat perbuatan memaksa kandungan tersebut keluar, 
bayi atau janin tersebut dalam keadaan masih hidup ataukah sudah mati. 
Menurut Penulis jika suatu perbuatan dinamakan “menggugurkan 
kandungan” maka secara tersirat bahwa janin atau bayi tersebut dalam 
keadaan masih hidup sebelum perbuatan menggugurkan kandungan 
tersebut dilakukan. Terdapat 2 alasan yang mendasari Penulis 
berpendapat seperti ini, yang pertama adalah sungguh tidak wajar jika 
bayi yang sudah meninggal di dalam kandungan dilakukan suatu tindakan 
memaksa mengeluarkan bayi atau janin yang belum waktunya keluar, 
yang ada hanya suatu tindakan medis untuk mengambil janin atau bayi 
yang sudah meninggal tersebut untuk melakukan upaya keselamatan bagi 
ibu, maka janin yang sudah mati di dalam kandungan ibu harus diambil. 
Sedangkan alasan yang kedua adalah bahwa Pasal 346 yang mengatur 
mengenai aborsi atau menggugurkan kandungan terdapat dalam BAB XIX 
tentang kejahatan terhadap nyawa, jadi dalam hal ini yang menjadi obyek 
sasaran kejahatan adalah nyawa, hal ini berarti juga bahwa janin atau bayi 
yang dipaksa keluar tersebut diasumsikan sebagai janin atau bayi yang 
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sudah bernyawa, artinya di dalam kandungan tersebut sudah ada 
kehidupan. 
Jika perbuatan menggugurkan kandungan mempunyai arti 
memaksa kelahiran bayi atau janin hidup yang tidak mempersoalkan 
apakah setelah kelahiran paksa tersebut bayi atau janin tersebut akan 
mati atau hidup, maka berbeda halnya dengan unsur yang kedua yaitu 
mematikan kandungan. Yang dimaksud dengan mematikan kandungan 
adalah suatu perbuatan yang baik dengan alat atau cara yang 
bagaimanapun yang mengakibatkan matinya bayi atau janin yang ada 
dalam kandungan, mematikan disini berarti menghilangkan kehidupan 
yang ada dalam kandungan.  
Apabila dihubungkan dengan unsur sengaja, maka kesengajaan 
dalam melakukan perbuatan mematikan kandungan harus ditujukan pada 
matinya bayi atau janin yang dikandung dalam rahim seorang perempuan 
setelah dilahirkan tersebut. Di sini ada dua yang dituju oleh unsur 
kesengajaan, yaitu kelahiran artinya keluarnya janin atau bayi dari dalam 
rahim, dan matinya bayi atau janin (suatu bentuk kehidupan) tersebut. 
Sedangkan pada perbuatan menggugurkan unsur kesengajaannya hanya 
ditujukan semata-mata pada kelahiran atau keluarnya bayi atau janin dari 
dalam rahim, apakah hidup atau mati tidak menjadi soal.  
Oleh karena itu maka perbuatan mematikan kandungan baru dapat 
dinyatakan telah selesai atau terwujud setelah dari perbuatan itu 
menimbulkan (1) kelahiran dan (2) kematian dari bayi atau janin tersebut. 
Sedangkan perbuatan menggugurkan baru dapat dinyatakan terwujud 
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atau selesai dilakukan, setelah perbuatan itu menimbulkan akibat bayi 
atau janin keluar/lahir dari rahim, kelahiran yang mana merupakan 
kelahiran yang belum waktunya menurut alam, yang dapat berupa bayi 
atau janin dalam keadaan hidup atau sudah mati (Adami Chazawi, 
2001:115-116). 
Unsur yang ketiga dan keempat yang terdapat dalam Pasal 346 
KUHP yaitu menyuruh orang lain menggugurkan kandungan, dan yang 
terakhir menyuruh orang lain untuk mematikan kandungan, dalam 
melakukan perbuatan ini menyangkut dua orang yang berperan untuk 
menimbulkan akibat bayi atau janin keluar sebelum waktunya dan/atau 
matinya bayi atau janin yang dilahirkan sebelum waktunya. Di sini yang 
dimaksud dengan menyangkut dua orang adalah di mana perbutan 
menggugurkan dan/atau mematikan janin atau bayi dilakukan oleh 2 
orang atau lebih. Yang pertama yaitu perempuan yang mengandung, 
dimana perempuan dalam hal ini adalah pihak yang menyuruh melakukan 
perbuatan mengugurkan dan/atau mematikan bayi atau janin dan pihak 
yang disuruh melakukan perbuatan tersebut. 
Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya dikenakan Pasal 346 KUHP, sedangkan orang 
yang disuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan 
kandungan perempuan lain dikenakan Pasal 348 KUHP. Walaupun 
secara spesifik dan terperinci orang yang disuruh menggugurkan dikenai 
Pasal 348 KUHP namun terdapat kesamaan dengan Pasal 346 KUHP 
yaitu dimana terdapat persetujuan antara perempuan yang dengan 
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sengaja ingin menggugurkan kandungannya dengan orang lain yang 
disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Dalam hal ini setidak-
tidaknya kedua belah pihak mempunyai suatu kehendak yang sama untuk 
menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan. 
 Unsur kesalahan dalam Pasal 346 KUHP, ialah dengan sengaja, 
yang mendahului semua unsur lainnya dari Pasal 346 KUHP. Oleh 
karena itu maka kesengajaan harus ditujukan pada unsur-unsur 
perbuatan menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang 
lain melakukan perbuatan tersebut pada obyek kandungannnya 
sendiri. Artinya bahwa perempuan itu menghendaki melakukan 
perbuatan-perbuatan itu terhadap kandungannya sendiri, dan ia 
menghendaki dan mengetahui bahwa dari perbuatannya atau 
perbuatan orang lain itu akan menimbulkan akibat gugurnya atau 
matinya kandungannya itu (Adami Chazawi, 2001:118). 
 
Dalam Pasal 346 KUHP sudah diterangkan di atas bahwa pasal 
tersebut menjerat para wanita yang dengan sengaja untuk menggugurkan 
atau mematikan kandungannya baik perbuatan itu dilakukannnya sendiri 
atau dengan cara menyuruh orang lain, sedangkan jika orang lain yang 
menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa 
persetujuan perempuan tersebut maka dikenai Pasal 347 KUHP.  
Jika dibaca secara seksama maka terdapat keterkaitan antara 
Pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Antara Pasal 346 dan 347 sendiri 
terdapat persamaan dan perbedaan masing-masing pasal. Persamaannya 
adalah di dalam pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai 
perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan obyek yang sama yaitu 
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kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah pada Pasal 346 
KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh 
perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain sedangkan 
pada Pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut 
tidak mendapat ijin dari perempuan yang sedang mengandung atau 
dengan kata lain tanpa persetujuan. Namun jika perbuatan menggugurkan 
atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari 
perempuan yang mengandung maka dapat dijerat dengan Pasal 348 
KUHP. 
Pasal 347 ayat (1) KUHP terdapat beberapa bagian inti delik 
(delicts bestanddelen) yaitu:  
1. Sengaja  
2. Menggugurkan kandungan seseorang  
3. Tanpa persetujuan  
Pasal 348 ayat (1) KUHP terdapat beberapa bagian inti delik 
(delicts bestanddelen) yaitu:  
1. Sengaja  
2. Menggugurkan kandungan seorang perempuan  
3. Dengan persetujuan (Andi Hamzah, 2009:65). 
 
Unsur “tanpa persetujuan” yang terdapat dalam Pasal 347 KUHP 
harus ditegaskan oleh perempuan yang mengandung bahwa dia memang 
tidak menginginkan terjadinya keguguran atau kematian terhadap 
kandungannya tersebut. Tanpa persetujuan dalam kejadian ini juga bisa 
terjadi bermacammacam bentuk, salah satunya jika suster atau perawat 
ingin menyuntikkan cairan kepada perempuan tersebut dan dia 
menyetujuinya namun perempuan tersebut tidak mengetahui kalau 
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sebenarnya cairan tersebut bisa berakibat terhadap matinya atau 
gugurnya kandungan. Dalam hal ini perempuan tersebut mengijinkan 
adanya suatu tindakan penyuntikkan terhadap dirinya namun akibat yang 
terjadi yaitu mati atau gugurnya kandungan tersebut dilakukan tanpa 
persetujuan perempuan tersebut. Maka dalam kasus ini yang dikenai 
pidana hanya perawat atau suster yang telah menyuntikkan cairan kepada 
perempuan tersebut dan jika ternyata perempuan tersebut akibat tindakan 
perawat menyuntikkan cairan berakibat dengan matinya perempuan 
tersebut maka perawat tersebut mendapat hukuman lebih berat seperti 
yang tercantum dalam Pasal 347 ayat (2) KUHP yaitu paling lama 15 
tahun. 
Tanpa persetujuan artinya perempuan itu tidak menghendaki akibat 
gugurnya atau matinya kandungannya itu, dan tidak selalu tidak 
setuju terhadap wujud perbuatannya. Bisa terjadi terhadap 
perbuatan yang dilakukan orang lain itu disetujuinya baik secara 
diam-diam maupun secara terang-terangan, akan tetapi karena ia 
tidak mengetahui bahwa akibat perbuatan itu hamilnya akan gugur 
atau mati (Adami Chazawi, 2001:120). 
 
Sedikit berbeda dengan Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP 
menegaskan bahwa kegiatan aborsi tersebut dilakukan dengan adanya 
persetujuan dari wanita tersebut, walaupun dengan persetujuan dari 
wanita tersebut menurut pasal ini kegiatan aborsi tetap tidak dapat 
dibenarkan. Ancaman hukuman dalam ayat (1) pasal ini adalah hukuman 
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penjara 12 tahun, sedangkan ayat (2) menyatakan jika perbuatan tersebut 
mengakibatkan matinya wanita tersebut maka ancaman hukumannya 
adalah 7 tahun penjara.  
Masing-masing dari Pasal 347 dan Pasal 348 ada keadaan 
memperberat pidana, yaitu jika perempuan itu mati. Harus ada hubungan 
kausalitas antara perbuatan menggugurkan kandungan yang menyangkut 
perlakuan terhadap tubuh perempuan tersebut dan kematiannya. Untuk 
dapat membuktikan hubungan kausalitas tersebut harus dibuktikan 
dengan adanya visum dari dokter yang mempunyai kompetensi dan 
wewenang untuk mengeluarkan visum.  
Selanjutnya, Pasal 349 KUHP menyebutkan bahwa seorang tabib, 
bidan, dan juru obat yang membantu melakukan kejahatan yang tersebut 
Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu 
kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang 
ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga. Jika dilihat 
seksama rumusan Pasal 349 tidak memuat rumusan delik tersendiri, 
rumusannya tetap sama dengan Pasal 346 dalam hal pembantuan 
terjadinya tindak pidana aborsi, yang jika pembantuan tersebut dilakukan 
oleh tabib, bidan dan juru obat maka pidananya dapat ditambah sepertiga. 
Begitu pula jika tabib, bidan dan juru obat tersebut melakukan atau 
membantu melakukan delik dalam Pasal 347 (tanpa persetujuan yang 
hamil) dan Pasal 348 (dengan persetujuan yang hamil) pidananya dapat 
ditambah dengan sepertiga.  
 69 
Ketentuan pemberat pidana dalam Pasal 349 dapat dimaklumi, 
pertimbangan pemberat pidana kepada mereka didasarkan pada 
pemikiran bahwa (1) sebagai orang yang ahli yang justru keahlian itu 
disalahgunakan, yang seharusnya ilmunya adalah untuk kemanfaatan 
bagi kehidupan dan kesehatan manusia dan bukan sebaliknya, (2) karena 
keahlian mereka itu akan memperlancar dan memudahkan terlaksananya 
kejahatan ini (Adami Chazawi,2001:124).  
Melihat perkembangan zaman khususnya bidang kesehatan. 
Penulis berpendapat, bahwa rumusan Pasal 349 harus diartikan juga 
berlaku untuk dokter ataupun paramedis yang melakukan pembantuan 
untuk terjadinya kejahatan tersebut, tidak terbatas pada bidan serta juru 
obat.  
Selain ancaman pidana penjara, Pasal 349 juga menyebutkan 
adanya pidana tambahan bagi tabib, bidan ataupun juru obat yang 
melakukan pembantuan terjadinya tindak pidana aborsi. Rumusan Pasal 
349 tersebut menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat 
dijatuhkan adalah pencabutan hak untuk menjalankan pencaharian dalam 
mana kejahatan tersebut dilakukan. Artinya adalah hakim melalui 
putusannya dapat mencabut hak/izin praktek dari terpidana yang 
berkaitan dengan tindak pidana aborsi, sebagai contoh pencabutan izin 
sebagai bidan.  
Pencabutan hak sendiri di dalam KUHP secara khusus diatur dalam 
Pasal 35 KUHP. Selain pencabutan hak dalam menjalankan 
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pencahariannya, Pasal 35 KUHP juga mengatur pencabutan hak lain, 
yaitu : 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;  
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;  
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan aturan umum;  
4. Hak menjadi penasihat (raadsmen) atau pengurus menurut hukum 
(gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, 
pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak 
sendiri;  
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau 
pengampuan atas anaknya sendiri; 
 
Pelaksanaan pidana tambahan ini telah sesuai dengan KUHP, dimana 
KUHP khususnya Pasal 10 menyebutkan bahwa selain ada pidana pokok, 
yaitu berupa hukuman mati, pidana penjara, kurungan dan denda, juga 
ada pidana tambahan yang dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dimana 
mengenai pencabutan hak-hak tertentu diuraikan secara rinci di dalam 
Pasal 35 KUHP sebagimana uraian diatas. 
 
Mengenai sampai kapankah pencabutan hak untuk melakukan 
pencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 tersebut berlaku 
tersebut hendaknya kita melihat Pasal 38 KUHP. Pasal tersebut 
menyatakan bahwa pencabutan hak dilakukan jika selama seumur hidup 
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dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup. Rumusan selanjutnya 
menyebutkan bahwa jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara 
atau kurungan dalam waktu tertentu, maka lamanya pencabutan hak 
paling sedikit adalah dua tahun dan paling banyak lima tahun dari pidana 
pokoknya dan dalam hal pidana pokoknya berupa denda maka 
pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. 
Akan tetapi, pada akhirnya hakim yang akan memutuskan mengenai 
lamanya pencabutan hak tersebut dengan memperhatikan berbagai 
pertimbangan.  
Uraian dari rumusan pasal-pasal di dalam KUHP diatas menunjukkan 
bahwa menurut KUHP, aborsi dilarang dengan alasan apapun dan 
dilakukan oleh siapapun, baik itu pelaku atau pun pembantu. KUHP sama 
sekali tidak memberikan celah bagi terjadinya aborsi, yang sanksi 
hukuman bagi yang melanggar jika disimpulkan adalah sebagai berikut : 
a. empat tahun bagi wanita yang dengan sengaja mematikan janinnya 
(Pasal 346 KUHP),  
b. dua belas tahun bagi seseorang yang menggugurkan kandungan 
wanita tanpa persetujuan (Pasal 347 ayat (1) KUHP),  
c. Maksimal 15 (lima belas tahun) bagi pengguguran kandungan 
tanpa persetujuan wanita yang berakibat matinya wanita tersebut, dan 
juga yang dengan persetujuan (Pasal 347 ayat (2) KUHP),  
d. lima tahun 6 (enam bulan) bagi pengguguran yang disengaja 
dengan kesepakatan wanita (Pasal 348 ayat (1))  
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e. tujuh tahun pengguguran disengaja dengan kesepakatan yang 
berakibat mati (Pasal 348 ayat (2)). 
f. Ditambah 1/3 (sepertiga) lebih tinggi bagi ahli medis dibanding 
selain ahli medis. Bahkan ditambah dengan pencabutan izin praktek 
yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 349 
KUHP).  
 
Rumusan pasal-pasal di dalam KUHP jika diperhatikan dengan 
seksama sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap terjadinya 
aborsi dengan alasan dan latar belakang apapun serta dilakukan oleh 
siapapun. Sebelum adanya undangundang Kesehatan, ketentuan ini 
terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi 
dengan alasan medis. 
 
2. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
 
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan 
pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009. Dengan disahkannya undang-
undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan 
dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. 
Undang-undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi 
mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan.  
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 Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
masalah aborsi diatur di dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 75, 76, 77. 
Adapun rumusan dari masing-masing pasal tersebut adalah : 
 
Pasal 75.  
(1)  Setiap orang dilarang melakukan aborsi.  
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
berdasarkan:  
 a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang 
menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun 
yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut 
hidup di luar kandungan; atau  
 b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan.  
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan 
diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh 
konselor yang kompeten dan berwenang.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 76.  
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:  
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a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari 
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;  
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan 
yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;  
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;  
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan  
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan 
oleh Menteri.  
 
Pasal 77.  
 Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak 
bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan 
dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Pustaka Yustisia, 2010:28). 
 
 Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun 
terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Rumusan di 
Pasal 75 ayat (2) tersebut memberikan semacam ruang dilakukannya 
aborsi, dengan alasan :  
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, 
baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita 
penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 
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dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan; atau  
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan.  
 Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat 
dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, 
tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, 
kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya 
memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut 
diatas. 
 Alasan-alasan yang tertuang di dalam 75 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika dibandingkan dengan 
alasan-alasan yang tertuang di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sedikit mengalami penambahan 
utamanya dengan adanya ketentuan mengenai alasan aborsi bagi 
kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis 
bagi korban perkosaan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 
1992 tidak mengakomodir ketentuan tersebut.  
 Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat 
dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Karena rumusan 
Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling 
dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca 
tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 
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Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi 
harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah 
tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. 
 Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat 
menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki 
keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor 
melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan 
betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan 
sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat 
aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan 
dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang 
sangat berat bagi si wanita.  
 Selain alasan limitatif yang disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) 
tersebut diatas, undang-undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-
syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76. 
Syarat-syarat tersebut antara lain :  
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari 
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; 
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan 
yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;  
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;  
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan  
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e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan 
oleh Menteri. 
Berdasar syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah 
janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) 
minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat 
disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut 
terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil 
tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan 
resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang.  
Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu 
aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan 
oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa 
dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, 
semacam dukun bayi. Selain usia maksimal dan pelaksana aborsi adalah 
orang yang berwenang, masih ada syarat yang harus dipenuhi unuk dapat 
dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara 
ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala 
wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya 
diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi. Penulis 
berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi 
sekiranya perlu ditambahkan izin dari keluarga, terutama izin dari orang 
tua, karena wanita korban perkosaan dapat dalam kondisi tidak sadarkan 
diri. Dalam kondisi seperti ini persetujuan dari keluarga menjadi sangat 
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penting agar dapat segera dilakukan tindakan dalam rangka 
menyelamatkan nyawa si wanita.  
Pengaturan aborsi selanjutnya terdapat di Pasal 78, Pasal 78 berisi 
mengenai kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mencegah 
perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak 
bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan resmi dari pasal 
tersebut memberikan pengertian praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak 
aman, dan tidak bertanggung jawab adalah sebagai aborsi yang dilakukan 
dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, 
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa 
mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau 
lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis. Praktek-
praktek aborsi seperti inilah yang saat ini marak terjadi di masyarakat. 
Amanat dari pasal tersebut jelas bahwa pemerintah berkewajiban untuk 
mencegah terjadinya aborsi yang tidak bermutu dan bertentangan dengan 
norma agama, dalam hal ini adalah aborsi yang dilakukan bukan berdasar 
adanya indikasi medis yang mengharuskan untuk dilakukan aborsi.  
Uraian Pasal 75 dan 76 diatas menunjukkan bahwa aborsi tidak 
dapat dilakukan secara sembarangan, harus ada alasan serta syarat yang 
terpenuhi sesuai dengan kualifikasi undang-undang. Sanksi bagi yang 
melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai dengan hukuman, karena 
pada dasarnya setiap aturan hukum diadakan pasti diikuti dengan sanksi 
hukumnya, sehingga peraturan hukum tidak hanya mengatur akan tetapi 
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juga bersifat memaksa bagi anggota masyarakat yang melanggar 
peraturan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan aborsi dalam 
undang-undang ini akan dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 194 yang 
berbunyi : 
”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”  
 
Jika dilihat rumusan Pasal 194 tersebut, undang-undang kesehatan 
tidak hanya mengenal hukuman penjara tetapi juga denda, hal ini berbeda 
dengan ancaman hukuman bagi tindak pidana aborsi yang diatur dalam 
KUHP yang hanya mengenal ancaman hukuman penjara. Ancaman 
denda bagi pelanggar ketentuan ini mencapai maksimal 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
Muyassarotussolichah dalam makalahnya menyatakan beratnya 
hukuman dititikberatkan pada tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 75 ayat (2). Hal ini mengindikasikan bahwa selama tetap 
berpedoman dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka abortus 
provokatus medicinalis menjadi legal, secara otomatis bagi profesi medis 
yang terlibat tidak mendapat ancaman hukuman.  
Namun yang ada dalam masyarakat justru bertolak belakang 
dengan peraturan yang ada karena ternyata dalam penerapan hukumnya 
bagi pelaku abosri karena incest, mayoritas, memang mereka dihukum 
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dan diadili namun mereka sangat jarang dijerat dengan Undang-Undang 
kesehatan ini. Mereka hanya dijerat dengan KUHP saja, jikapun ada 
undang-undang yang lain adalah undang-undang tentang perlindungan 
anak atau undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
selebihnya undang-undang mengenai kesehatan ini tidak pernah 
tersentuh sama sekali. 
 
Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus yang terjadi pada 
tahun 2005 di Sulawesi Selatan tepatnya di kota Pinrang dimana terdapat 
ayah (MM) yang memperkosa anak kandungnya (J) selama lima tahun 
berturut-turut mulai tahun 2005 sampai 2010 hingga korban hamil 7 bulan. 
Kejadian ini terkuak karena instri dari tersangka atau ibu korban 
melaporkan perbuatan suaminya ke Polres Pinrang pada hari Senin, 20 
September 2010 dan menetapkan MM sebagai tersangka. Setelah 
diperiksa MM dikenakan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 tentang 
perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun. Dalam 
penyelidikan tersangka mengaku melakukan perkosaan ini karena sering 
ditinggal istri ke Enrekang bahkan terkadang sampai beberapa hari dan 
tersangka juga mengaku khilaf. 
(http://www.parepos.co.id/read/32000/35/ayah-hamilianak-kandung). 
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B. Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Incest  
 
Harus diakui aborsi dilakukan dengan bermacam-macam alasan, 
salah satunya akibat perkosaan. Banyak yang beranggapan bahwa anak 
yang dikandung oleh korban perkosaan pada dasarnya tidak diharapkan 
oleh wanita korban perkosaan, pada saat terjadi perkosaan ia tidak 
memiliki pilihan atau pun kemampuan untuk mengelak hingga akhirnya 
terjadi kehamilan pada dirinya. Tidak jarang dalam kasus perkosaan 
tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan 
ataupun hubungan darah dengan korban, yang dikenal dengan incest. 
Anak hasil perkosaan inilah yang dianggap sebagai anak yang tidak 
diharapkan, karena dianggap dapat menjadi beban tidak saja bagi ibu, 
tetapi dapat juga menjadi beban bagi keluarga. 
Salah satu jalan keluar yang dilakukan oleh mereka agar tidak 
terlahir anak yang tidak diinginkan adalah dengan melakukan 
pengguguran kandungan. Sampai saat ini masih menjadi pro kontra 
mengenai apakah aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat 
dibenarkan. Kaum yang kontra menyatakan bahwa dengan alasan apapun 
aborsi dilarang, termasuk bagi korban perkosaan. Kaum ini menyatakan 
bahwa anak merupakan anugerah Tuhan yang mempunyai hak untuk 
hidup. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang 
tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang 
mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan 
pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. 
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Oleh karena itu para penganut paham ini sangat menentang dilakukannya 
aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama 
karena memang kelompok ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan 
tetapi banyak pula yang bukan agamawan tetapi memiliki pandangan ini. 
Sebaliknya, kaum yang pro menyatakan bahwa korban perkosaan, 
apalagi perkosaan yang dilakukan oleh orag yang masih mempunyai 
hubungan darah (incest), sudah mengalami tekanan serta beban yang 
berat, tidak etis jika beban wanita korban perkosaan ditambah dengan 
kehadiran anak yang memang tidak diharapkan oleh korban perkosaan. 
Dilihat secara yuridis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan Pasal 75 khususnya ayat (2) memberikan ruang untuk 
dilakukannya tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Pasal tersebut 
menyatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan yang dapat 
menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dilakukan 
aborsi. Pasal tersebut tidak memberikan batasan apakah perkosaan 
tersebut merupakan perkosaan incest atau bukan, yang perlu 
diperhatikan, pasal tersebut memberikan batasan bahwa perkosaan 
tersebut dapat menyebabkan suatu trauma psikologis bagi korban 
perkosaan. Jika perkosaan tersebut tidak menimbulkan trauma psikologis 
bagi korban maka aborsi tidak boleh dilakukan.  
Untuk menjawab bagaimana cara menentukan bahwa perkosaan 
tersebut mempunyai dampak trauma psikologis bagi korban atau tidak 
maka harus menggunakan bantuan ilmu kedokteran, ilmu hukum tidak 
mampu untuk menjawab hal tersebut. Harus dilakukan pemeriksaan 
 83 
secara menyeluruh berkaitan dengan psikis korban. Pernyataan trauma 
psikologis harus dikeluarkan oleh dokter yang memang mempunyai 
wewenang dan kompetensi untuk menyatakan hal tersebut. Jika tidak 
dikeluarkan oleh dokter yang berwenang, apalagi oleh korban, maka 
pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa 
korban pemerkosaan mengalami trauma psikologis akibat pemerkosaan.  
Pengecualian aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut didasarkan 
pada perkosaan, apalagi jika dilakukan oleh orang yang mempunyai 
hubungan darah, merupakan perbuatan pidana yang pelakunya harus 
dijatuhi hukum pidana maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 
KUHP. Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang 
salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan 
daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis 
serta trauma akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan 
pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai 
suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan. 
Sudah menjadi opini publik bahwa salah satu latar belakang 
abortus dilarang undang-undang adalah karena bertentangan dengan 
moral masyarakat dan atau moral agama. Apabila dihubungkan dengan 
pendapat tersebut, sebenarnya yang menentang moral adalah 
pemerkosannya bukan orang yang melakukan aborsi. Aborsi hanyalah 
merupakan akibat tindakan orang biadab yang memperkosa perempuan, 
sehingga perempuan tersebut menjadi hamil. Perempuan dalam hal ini 
adalah sebagai korban dari rentetan perbuatan pidana (perkosaan), 
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sehingga apabila perbuatan pidana yang dilakukan terhadapnya berakibat 
hamil maka janin yang dikandungnya adalah dianggap sebagai obyek 
yang mati tidak hidup. Oleh karena dianggap sebagai obyek yang mati 
maka penggugurannya, dianggap legal untuk dilakukan.  
Apabila dihubungkan dengan Pasal 49 KUHP, sebenarnya Pasal 
285 KUHP ini mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang 
melakukan tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, Moejatno membagi 
daya paksa menjadi 2 yaitu daya paksa dalam arti sempit atau overmacht 
dan daya paksa karena keadaan darurat atau noodtoestand yang terdiri 
dari 3 kemungkinan yaitu:  
a. Orang terjepit antara dua kepentingan dalam hal adanya konflik 
diantara dua kepentingan,  
b. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban,  
c. Orang terjepit antara dua kewajiban.  
 
Dihubungkan dengan teori tersebut, Suryono Ekotama berpendapat 
bahwa “kasus abortus provokatus terjadi konflik antara 2 (dua) hak, hak 
perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian 
untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus 
provokatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari 
kepentingan manakah yang lebih utama. Hak janin untuk tetap hidup atau 
hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan 
psikologis dan sosial” (Suryono Ekotama 2001:194).  
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Pada kasus perkosaan incest dapat juga digunakan alasan 
tambahan pada Pasal 75 ayat (1), pasal tersebut menyebutkan bahwa 
aborsi juga dapat dilakukan karena adanya indikasi kedaruratan medis 
yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa 
ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat 
bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi 
tersebut hidup di luar kandungan. Pada anak hasil hubungan incest, 
peluang terjadinya cacat pada anak sangat tinggi. Sebuah penelitian 
bahkan menyebutkan bahwa kemungkinan cacat bagi anak hasil 
hubungan incest dapat mencapai 50 %. Cacat yang dimaksud dalam 
pengertian pasal ini adalah cacat permanen yang menyebabkan bayi 
tersebut sulit jika hidup di luar kandungan.  
Njowito Hamdan menyatakan “abortus provokatus medicinalis juga 
dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat 
berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan 
ectopia kordis (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat 
jantungnya), rakiskisis (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung 
terbuka tanpa ditutupi kulit kulit maupun anensefalus (janin akan dilahirkan 
tanpa otak besar). Cacat semacam inilah yang dianggap dapat 
menyulitkan janin jika hidup di luar kandungan” (Njowito 
Hamdani,1992:215).  
Terpenuhinya alasan aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak serta merta 
aborsi dapat dilakukan. Syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 76 
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juga harus terpenuhi. Hal ini bertujuan agar dapat dihindari aborsi yang 
tidak bermutu dan tidak aman, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan 
yang berlaku.  
Uraian alasan dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut menjadi dasar 
diperbolehkannya aborsi bagi korban pemerkosaan, termasuk 
pemerkosaan karena hubungan incest. Dengan adanya aturan ini maka 
trauma psikologis akibat pemerkosaan bagi korban pemerkosaan, 
termasuk bagi korban pemerkosaan incest, dapat dijadikan indikasi medis 
yang meniadakan pidana. Tetapi, hal ini hanya berlaku jika tindakan 
perkosaannya dapat dibuktikan atau terbukti. Jika tindak perkosaannya 
tidak terbukti, maka alasan alasan psikologis tidak cukup untuk dapat 
dijadikan alasan dilakukannya aborsi. 
Walaupun Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan Tahun 2009 
memperbolehkan dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, penulis 
berpendapat bahwa hal tersebut harus menjadi suatu opsi yang terakhir. 
Jika alasannya adalah adanya trauma psikologis bagi korban, maka harus 
dicari jalan lain untuk menyembuhkan trauma tersebut, semisal dengan 
bantuan konsultan/psikolog bukan dengan aborsi. Aborsi tidak menjamin 
bahwa trauma psikologis korban perkosaan dapat hilang. Aturan dalam 
Pasal 75 ayat (2) tersebut harus diartikan untuk melindungi wanita korban 
perkosaan bukan untuk melegalkan aborsi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
 
Setelah menguraikan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 
akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 – 
349. Di dalam rumusan KUHP tidak memberikan ruang sama sekali 
terhadap pelaksanaan aborsi. Pasal 346 ditujukan bagi orang yang 
menggugurkan kandungannya atau membiarkan orang lain untuk itu. 
Pasal 347 dan Pasal 348 mempunyai konstruksi yang hampir sama, 
perbedaannya hanya terletak pada perbuatan tersebut dilakukan tanpa 
persetujuan dari wanita hamil (Pasal 347) dan dilakukan dengan 
persetujuan dari wanita hamil (Pasal 348). Masing-masing mengenal 
adanya keadaan memperberat pidana yang tercantum di dalam ayat 
(2) nya, yaitu jika perempuan itu mati. Pasal 349 ditujukan kepada 
tabib, bidan atau juru obat yang melakukan pembantuan terjadinya 
aborsi. Jika dilihat seksama rumusan Pasal 349 tidak memuat rumusan 
delik tersendiri, rumusannya tetap sama dengan Pasal 346 dalam hal 
pembantuan terjadinya tindak pidana aborsi. Begitu pula jika tabib, 
bidan dan juru obat tersebut melakukan atau membantu melakukan 
delik dalam Pasal 347 (tanpa persetujuan yang hamil) dan Pasal 348 
(dengan persetujuan yang hamil) pidana nya dapat ditambah dengan 
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sepertiga. KUHP hanya mengenal sanksi penjara bagi pelanggar 
aturan tersebut.  
Pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 – 77 serta Pasal 194. 
Sedikit berbeda dengan pengaturan aborsi pada KUHP, pengaturan 
aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan 
tertentu. Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan 
untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat 
bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Selain terpenuhinya 
alasan dalam Pasal 75, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus 
terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76. Selain mengenal 
sanksi penjara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan juga mengenal adanya sanksi denda yang diatur di dalam 
Pasal 194. Namun sangat ironis jika ternyata di dalam masyarakat 
terdapat kasus aborsi ,karena incest, jika dalam penerapan hukumnya 
tidak dijerat menggunakan undang-undang Kesehatan melainkan 
hanya menggunakan KUHP.  
2. Secara yuridis berdasar Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan kehamilan bagi korban perkosaan, 
termasuk perkosaan incest, yang dapat mengalami trauma psikologis 
dapat dijadikan alasan indikasi medis untuk dilakukannya aborsi. Untuk 
dapat dilakukannya aborsi harus didukung keterangan dari dokter yang 
berwenang yang menyatakan bahwa perkosaan tersebut memang 
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dapat menyebabkan trauma psikologis. Selain itu, harus juga 
dibuktikan tindak pidana perkosaannya, jika tindak pidana 
perkosaannya tidak terukti maka alasan dalam Pasal 75 tidak dapat 
dijadikan dasar untuk melakukan aborsi. 
 
B. SARAN 
 
Setelah melakukan penelitian, maka saran penulis untuk berapa pihak 
adalah sebagai berikut: 
1. Perlu adanya batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat 
dilakukannya aborsi, jangan sampai pengecualian dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disalahgunakan 
oknum tertentu untuk melegalkan secara penuh aborsi sehingga 
antara UU kesehatan dan dalam konsep KUHP supaya 
memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan agar tidak saling tumpang tindih dalam prakteknya.  
2. Perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk memberantas aborsi 
yang bersifat illegal. Karena bagaimanapun aborsi yang bersifat 
illegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu akibat tidak 
dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga tenaga yang 
profesional. 
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